





1.1 Latar Belakang  
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya 
diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk 
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta 
masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan 
oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.  Oleh sebab itu, mereka 
diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada 
negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan 
untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki . Dalam rangka meningkatkan 
penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan 
amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi 
daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan 
dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia 
berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
Pemberian pelayanan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang oleh 
aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat 






pelayanan umum (Public Service) yang strategis karena akan menentukan sejauh 
mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi 
masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai 
dengan prosedur. Dalam konteks Good Governance, pelayanan publik merupakan 
gerbang utama reformasi birokrasi instansi karena pelayanan publik difungsikan 
sebagi ruang dimana masyarakat dan aparatur negara berinteraksi secara langsung. 
Maka pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan 
publik karena semua akan terpantau secara transparan dalam kebijakan, prosedur 
dan perilaku jika terjadi hal yang menyimpang. Kualitas pelayanan kepada 
masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggara 
pemerintah agar masyarakat itu mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang 
disediakan.  
Menurut Adeline Levine (2008:89) berpendapat bahwa : 
 
”Untuk memberikan pelayanan publik dalam sebuah masyarakat 
demokratis, mnurutnya paling tidak harus selalu mempunyai 
Pertama, Responsivenes yaitu daya tanggap penyediaan layanan 
terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pelayanan. 
Kedua, Responsibility yaitu ukuran seberapa jauh pemeberian 
pelayanan publik yang dilakukan sesui dengan prinsip-prinsip, 
ketentuan administrasi dan organiasasi yang sudah ditetapkan. 
Ketiga, Accountability yaitu ukuran yang menunjukan seberapa 
besar proses penyelenggaraan pelayanan dapat sesuai dengan 
kepentingan Stakeholder dan norma yang berkembang.” 
 
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah, Badan ialah unsur  penunjang urusan pemerintahan yang 
melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah dengan 






Sekretaris Daerah. Aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan 
sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. 
Dinamika perbaikan kualitas pelayanan terletak pada kepuasan masyarakat yang 
berperan sebagai Stakeholder. Oleh karena itu perlu dipahami hal-hal yang 
berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah semua orang 
yang menuntut suatu organisasi publik untuk memenuhi standart kualitas tertentu 
dan arena itu memberi pengaruh organisasi publik. Meskipun demikian untuk 
mewujudkan kepuasan secara menyeluruh tidaklah mudah, apalagi masyarakat 
sekarang lebih terdidik dan betul-betul telah memahami haknya. Masyarakat akan 
selalu memperhatikan semua haknya semaksimal mungkin dan akan menggunakan 
hak nya tersebut untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan. 
Pelayanan publik ini di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
Sinambela (2006:6) mengemukakan parameter kualitas pelayanan prima sebagai 
berikut : 
1. Transparasi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah didapat 
dan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 
menyediakan secara memadai. 
2. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan konidis dan 
kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dengan tetap 
berpegangan pada prinsip efisien dan efektivitas. 
4. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 






5. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras ,agama dan golongan 
status sosial. 
6. Kesinambungan hak dan kewajiban yaitu keadilan antara pemberi 
dan penerima pelayanan publik. 
Pelayanan publik oleh aparatur negara ini masih banyak dijumpai 
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. 
Dengan terciptanya kualitas pelayanan yang baik, dapat memberikan beberapa 
manfaat diantaranya hubungan antara instansi dengan masyarakat menjadi 
harmonis, yang dimana akan memberikan dasar yang baik bagi citra instans. 
Dengan didukungnya citra yang baik, akan berdampak pada masyarakat yang akan 
menggunakan pelayanan jasa yang tentunya akan meningkatnya jumlah 
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.  
Struktur penerimaan Negara dalam bentuk pajak Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang mempunyai peranan yang sangat strategis dan juga merupakan 
komponen terbesar untuk menopang pembiayaan pemerintah dan pembiyaan 
nasional. Dalam memberikan pelyanan secara optimal sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat untuk mencerminkan bahwa suatu pelyanan pembayaran pajak bukan 
hanya masalah fisik saja melaikan masalah persoalan visioner dan missioner yang 
akan membawa aparat pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kearah yang 
lebih ideal dan juga bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diinginkan oleh 
masyarakat, sehingga dapat membantunya menciptakan kepuasan tersediri oleh 
masyarakat yang menerima pelayanan.  
Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada 






tingkat disiplin yang tinggi, profesionalisme dan motivasi yang tinggi. Seorang 
aparatur negaara yang mampu meningkatkan pelayanan yang rpima terhadap 
masyarakat yang terdiri dari wajib pajak pada umumnya terkait Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) secara prima akan mendorong kesdaran masyarakat bahwa (PBB) 
memang sangat berperan penting dalam. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) merupakan salah satu andalan untama dalam kemandirian dalam hal 
pembiayaan pembangunan yang harus diketahui oleh masyarakat untuk 
mendukung keberhasilannya. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada seluruh stakeholder dalam 
memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi perpajakan yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan pola kerja aparatur Negara yang memberikan pelayanan dalam 
rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. 
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, selain pemahaman dan 
sanksi ada faktor lain, yaitu faktor kepercayaan. Kepercayaan dalam sesuatu yang 
diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi 
norma- norma dan nilai yang sama. Kepercayaaan ini ditujukan kepada pemerintah 
dan hukum yang merupakan wujud harapan masyarakat sebagai wajib pajak kepada 
aparatur Negara untuk menjalankan sistem pemerintahan dan hukum itu agar sesuai 
dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib 
pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang 
rasional. Berdasarkan teori atribusi, kepercayaan merupakan penyebab internal 






mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya  
Masyarakat disini mempunyai peran yang sangat penting dan cukup besar 
dalam menentukan kualitas pelayanan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang karena memiliki tujuan yang terkait dgan kebutuhan dasar terhadap 
kegiatan manusia untuk merespon suatu kejadian yang sangat penting. Fungsi 
pelayanan disini memiliki arti bahwa pemerintah haryus bisa melindungi 
masyarakatnya dalam bentuk apapun terutama dalam hal meberikan pelayanan 
sebaik mungkin,. Maka dari itu pemerintah harus membuat standar produksi untuk 
menjaga keamanan yang dikhususkan untuk masyarakat. Pemerintah sebagai 
penyedia pelayanan (Service Provider) organisasi pemerintah bertujuan untuk 
memenuhi permintaan, kebutuhan dan aspirasi mereka yang menerima layanan 
serta menyalurkan partisispasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang penelitian, yang menjadi pernyataan 
masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah : Kurangnya sosialisasi 
dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga penagihan pajak jadi 
terhambat dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang 
masih rendah. Banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam 
membayar pajak daerah dan masih sering  terjadinya kesalahan system dalam 






Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang. Selain itu juga masih ditemukannya 
PLD (Petugas Lapangan Desa) yang masih rendah akan kewajiban yang sudah 
menjadi tugasnnya untuk melakukan penagihan PBB kepada masyarakat. Maka 
dari itu rendahnya kualitas pelayanan pembayaran tersebut menyebabkan 
masyarakat mengeluhkan kualitas pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan 
itu masih kurang efektif dan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah di 
tetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam latar belakang yang telah diuraikan 
diatas maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut : 
1. Bagaimana kualitas pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor 
UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bogor ? 
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala untuk meningkatkan kualitas 
pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ? 
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan 
informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun 
tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memperoleh data dan infromasi yang menggambarkan tentang pajak bumi dan 
bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 






2. Untuk mengolah dan menganalisis data dan informasi mengenai permasalahan 
yang mempengaruhi kualitas pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan 
di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 
3. Memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat kurangnya kualitas pelayanan pembayaran pajak bumi dan 
bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 
4. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 
pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 
Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat 
sehingga masyarakat mendapat kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh 
Petugas di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, karena dengan memberikan pelayanan 
sebaik mungkin dalam pemeberiaan fasilitas sarana prasarana untuk masyarakat 
agar tidak merusak citra Petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang 






1.4 Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan 
pertimbangan kontekstual dan konseptual, dan kegunaan praktis untuk perbaikan 
bagi lembaga yang bersangkutan, kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti 
peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung dan bagi 
pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, khususnya 
mengenai Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkkan dapat bermanfaat sebagai bahan 
masukan untuk sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masalah 
yang menyangkut Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 







KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTETSIS 
 
2.1 Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan kegiatan yang mencari, membaca dan menelaah 
laporan penelitian serta bahan pustaka yang ada di dalamnya yang menjadi teori-
teori relevan untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun esensi dari kajian 
pustaka antara lain meliputi : hasil penelitian terdahulu, konsep administrasi, 
konsep Kualitas, Konsep Pelayanan, Konsep Kepuasan dan Konsep Pajak Bumi 
dan Bangunan.  
 
2.1.1 Kajian tentang Hasil Penelitian Terlebih Dahulu 
1. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ade Irma (2015) dalam Jurnal nya yang 
berjudul “Kualitas Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu”. 
Dalam penulisannya mengemukakan bahwa Pelayanan perpajakan sebagai 
pelayanan publik berbeda dengan pelayanan lain dalam konteks bisnis pada 
umumnya, oleh karena pelayanan perpajakan mempunyai karakteristik 
tersendiri sebagai bagian dari tugas pekerjaan pemerintah kepada masyarakat. 
Pelayanan publik yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 






itu Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang 
dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang menyangkut pemenuhan hak-hak 
sipil serta kebutuhan dasar masyarakat  
2. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Akhirfan S Ponolele, Rosliana Amu 
Ponulele dan Nuraisyah Ambo (2016)  dalam Jurnal nya yang berjudul “analisis 
Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gigi”. Dalam penulisannya 
mengemukakan bahwa Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan melalui jaringan informasi online, perlu terus 
dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan sehingga memungkinkan terjadinya data dan informasi pada instansi 
pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan cepat, akurat, dan aman. 
Maka upaya yang harus di lakukan untuk memberikan pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan secara prima, di tuntut reformasi kebijakan pelayanan publik 
seperti penguatan unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses 
pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan, pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan yang dapat memberi kontribusi pada Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dapat dicapai apabila pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan 







3. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Khasan Setiaji (2017) dalam Jurnal nya 
yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan”. Dalam penulisannya 
mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB 2 di Desa Nolokerto baik secara 
parsial maupun simultan. Saran dalam meningkatkan kepatuhan membayar 
PBB P-2. Maka dari itu pemerintah harus bisa meningkatkan motivasi wajib 
pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  meningkatkan  keakuratan  
data pada  SPPT  dengan  melakukan  survey  secara  rutin;  meningkatkan  
pelayanan perpajakan  bumi  dan  bangunan  P2  terhadap  wajib  pajak dan 
meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  dengan  mengadakan  sosialisasi  atau  
penyuluhan  dan informasi perpajakan, menciptakan aparatur pemerintah yang 
bersih dan berwibawa. 
4. Hasil Penelitian yang di lakukan oleh Endry Dwi Lestari (2015) pada Jurnal nya 
yang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kota Surabaya”. Dalam penulisannya mengemukakan bahwa pelyanan 
publik sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat termasuk 
Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Sebagai 
instansi pelayanan public, DPPK melayai pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. Sebeleum PBB ditangani oleh pemerintah Kota Surabaya, PBB 
ditangani oleh pemerintah pusat. Dalam masa transisi terjadi banyak hambatan 






serangkaian strategi peningkatan kualitas pelayanan pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kota Surabaya sangat penting untuk dilaksanakan untuk mengurangi hambatan 
yang terjadi sebelumnya. Maka dari itu perlu adanya penataan tata ruang yang 
sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kinerja 
para petugas yang melayani pembayran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinas 
Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Kota Surabaya.  
5. Hasil Penelitian yang di lakukan oleh Yessica Tanilasari dan Pujo Gonarso 
(2017) dalam Jurnal nya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib 
Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”. Dalam 
penulisannya mengemukakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti bahwa semakin 
tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi wajib pajak juga akan 
meningkat. Kualitas pelayanan fiscus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. Ini berarti bahwa kualitas layanan yang 
meningkatkan otoritas pajak, kepatuhan wajib pajak individu juga akan 
meningkat. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti bahwa 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dicapai dengan adanya dua variabel: 
kesadaran wajib pajak dan kualitas otoritas pajak layanan. Maka dari itu dari 
masyarakat itu sendiri sebagai Wajib Pajak harus membayar pajak dengan 






diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan 
kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin 
tingkat kepatuhan pajak akan meningkat dan dapat membantu pertumbuhan 
pembangunan di Indonesia dari hasil pemasukan dana daerah.  
Hasil dari kelima penelitian terdahulu di atas menyimpulkan bahwa aparat 
pemerintah dengan memberikan pelayanan yang maksimal dapat mempengaruhi 
pola pikir masyarakat yang dapat menimbulkan rasa puas di dalam hati masyarakat 
sebagai pengguna semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman 
wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki 
pemahaman yang baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga wajib 
pajak itu mau untuk membayar pajaknya dan dapat meningkatkan keberhasilan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Hal ini disebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya 
membayar pajak yang ada di dalam dirinya untuk membantu meningkatkan 
keberhasilan penerimaaan pajak dan kurang yakin hasil pemungutannya digunakan 
untuk keperluan daerah atau wajib pajak.  
Maka dari itu pemerintah harus memberikan sosialisasi-sosialisai tentang 
guna membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta memberikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga membuat wajib pajak paham akan 






pembangunan di Indonesia agar membuat wajib pajak semakin yakin dan mau 
untuk membayar pajak. 
 
2.1.2 Konsep Administrasi 
Administrasi merupakan suatu kegiatan manusia yang tidak terlepas dari 
usaha kerja manusia secara rasional dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah 
ditentukan sebelumnya yang memncakup semua bidang kehidupan manusia. 
1. Pengertian Administrasi  
Dalam arti sempit Administrasi berasal dari bahasa belanda yaitu 
Administrateit yang dapat diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat, ketik-
mengetik, surat-menyurat, hitung-menghitung, atau yang lebih dikenal dengan 
ketatausahaan. Sedangkan dalam arti yang luas berasal dari bahasa Inggris yaitu 
Administration.  Menurut Leonard D. White mengatakan bahwa :“Administrasi 
merupakan suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, 
negara, ataupun swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil".  
Administrasi secara luas adalah berasal dari kata administration (bahasa. 
Inggris) sebenarnya istilah administrasi berkaitan dengan kegiatan kerja sama yang 
dilakukan manusia ataupun sekelompok orang atau masyarakat hingga tercapainya 
sebuah tujuan yang diinginkan. Pengertian dari kerja sama adalah rangkaian 






sama yang teratur dan juga terarah berdasarkan pembagian tugas-tugas sesuai 
dengan kesepakatan bersama yang telah disetujui sebelumnya. 
Dapat disimpulkan bahwa Administrasi merupakan kerjasama yang 
dilakukan dua orang atau lebih dalam suatu kegiatan tertentu yang didasarkan 
rasionalitas untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama sebelumnya. 
Sedangkan dalam arti sempit Administrasi berarti Kegiatan penyusunan dan 
pencatatan data dan informasi secara sistematis yang bertujuan untuk menyediakan 
keterangan yang lengkap dan jelas. 
2. Pengertian Administrasi Publik 
Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu 
sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi 
lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan 
publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi 
pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. 
Gordon yang dikutip Syafiie dalam buku Ilmu Administrasi Publik (2006:25), 
sebagai berikut : 
“Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik 
yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan 
dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang 
dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.” 
 
Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan 
dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan 
kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah 
dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Menurut Atmosudirjo yang dikutip 






adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar 
tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.” 
 Administrasi Publik dapat dikatakan sebagai administrasi yang mengurus 
urusan yang bersifat kenegaraan untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Ruang 
lingkup administrasi publik sangatlah luas, sebegitu luasnya ruang lingkup ilmu 
Administrasi Publik, sehingga dapat pula mecakup ilmu-ilmu sosial lain terutama 
yang memiliki objek material negara, yaitu nama lain Ilmu Pemerintah, Ilmu 
Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara sendiri, serta Ilmu Filsafat yang 
menjadi sumber keilmuan. Dengan demikian ruang lingkup Ilmu Admnistrasi 
Publik dapat diuraikan dalam beberapa bidang, sebagai berikut : 
1. Bidang hubungan, pariwisata dan gejala pemerintah yang banyak ditulis 
para pakar pemerintah, 
2. Bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh para pakar Ilmu Politik, 
3. Bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar 
Ilmu Hukum Tata Negara, 
4. Bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh para pakar Ilmu Negara, 
5. Bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh para pakar Ilmu 
Filsafat, 








2.1.3 Konsep Pelayanan  
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah 
dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan 
kepada masyarakat.  
1. Pelayanan Publik  
Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai 
suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan 
orang lain. Menurut Moenir (2010 : 26) 
“Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, 
prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya 
adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan 
sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin 
dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam 
masyarakat.” 
Suatu pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanana pada masyarakat. 
Tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 
masyarakat serta untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan serta setiap 
anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 
mencapai tujuan bersama. Secara kodrati manusia dalam rangka mempertahankan 
hidupnya sangat memerlukan pelayanan baik dari diri sendiri maupun orang lain.
 Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah 






Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat 
dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam 
perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun 
kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan 
masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh 
pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kuwajiban untuk memenuhi 
kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. Pada 
dasarnya layanan yang diperlukan manusia yaitu : 
1. Layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif 
yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi. Dalam perspektif 
Good Governance, maka masyarakat haruslah menjadi pihak yang diutamakan 
dalam pemberian pelayanan oleh Negara atau birokrasi pemerintahan. 
Masyarakat harus dipandang sebagai pelanggan sehingga pemberian pelayanan 
haruslah berkualitas dan mampu memberikan kepuasan pada masyarakat itu 
sendiri. Pelayanan yang memuaskan harus menjadi tujuan dalam proses 
pemberian pelayanan, sehingga masyarakat tidak merasa dikecewakan. 
2. Pada umumnya pelayanan publik yang sering menimbulkan masalah adalah 
pelayanan yang langsung secara perorangan, karena secara individu masing-
masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap 
pelayanan yang diberikan berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan 
karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan 






pelayanan pada berpengaruh terhadap sikap dalam pemberian pelayanan. 
Mmenurut Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006 mengandung arti :“ Suatu 
tindakan  yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain ( konsumen, 
pelanggan, klien, pasien, dll ) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan 
oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. “   
Dalam konteks pelayanan oleh pemerintah atau birokrasi di Indonesia kedua 
kata itu sering bercampur dan dipakai bergantian, sehingga asumsi bahwa kata 
umum dan publik  akan memiliki arti yang sama jika mengikuti kata pelayanan 
dalam konteks pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.  
Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan umum merupakan : 
 
“ Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintahan Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk barang ataupun jasa, 
baik dalam rangka upaya pemenuhan  kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang 
– undangan.”   
 
2. Kualitas Pelayanan Publik 
Dalam hal kontek kualitas pelayanan yang menjadi sorotan masyarakat 
kepada aparatur Negara yang mempunyai tugas untuk melayani masyrakat dengan 
sebaik mungkin sehingga banyak yang berasumsi, bahwa aparatur dalam 
memberikan pelayanan harus maksimal sehingga masyarakat dapat merasakan puas 
dengan apa yang sudah dibikan oleh aparatur yang mempunyai tugas melayani. 
Menurut Mohammad Muzahid Akbar dan Noorjahan Parvez yang mengutip dari 
pernyataan Gronroos, 2001; Parasurraman, Zeithaml & Berry, 1998 






“Service quality has been conceptualized as the difference between 
customer expectations regarding a service to be receive.”  
Artinya (Kualitas pelayanan telah dikonseptualisasikan sebagai 
perbedaan antara harapan pelanggan tentang sebuah pelayanan yang 
akan diterima ).  
 
Hal yang sama juga di kemukakan oleh Nor Khalidah Abu dalam jurnal 
yang berjudul  Journal Of Service Quality Dimension ditemukan bahwa :  
 
“Service quality is more difficult for the consumer to evaluate than 
goods quality; Service quality perceptions result from a comparison 
of consumer expectations with actual service performance; Quality 
expectations are not made solely on the outcome of the service; they 
also involve evaluations of the process of the service.”   
Artinya :   
“Kualitas layanan lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi 
daripada kualitas barang; Kualitas pelayanan hasil persepsi dari 
perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja pelayanan 
aktual; Kualitas harapan tidak dibuat sematamata pada hasil 
layanan, mereka juga melibatkan evaluasi dari proses layanan.” 
 
Masalah pelayanan sebenarnya sudah cukup lama menjadi sorotan 
masyarakat terhdap pelyanan yang diberikan oleh petugas karena banyaknya 
fenomena yang terkait dengan rendahnya kualitas pelayanan pub;lik. Dari penilaian 
masyarakat tersebut mengakibatkan masyarakat kurang percaya dengan pelayanan 
yang dierikan oleh petugas sehingga masyarakat itu merasa tidak dihargai 
keluhannya oleh petugas yang mempunyai tanggungjawab dalam memberikan 
playanan sebaik mungkin kepada masyarakat. 
Moestofadigjaja (1998:8) mengemukakan bahwa : 
 
”Untuk meningkatkan kualitas pelayanan apparat harus mempunyai 
semangat untuk melayani (a spirit of public service) dan menjadi 
mitra masyarakat (partner of society) atau melakukan kerjasama 







Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa pelayanan public ini 
merupakan suatu pemangku kepentingan dalam hal memberikan pelayanan sebagik 
mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aparatuh disini yang 
memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi ujung tombak dalam 
melaksanakan pelayanan publik, sehingga berhasil atau tidak berhasil suatu 
pelayanan dilihat dari kesungguhan petugas dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas. 
Menurut Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono, 2002:51) :“Kualitas adalah suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 
Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang 
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 
pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan 
dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima 
lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 
Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan 
penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) 
secara konsisten. 
 
2.1.4 Konsep Kepuasan  
Kepuasan pelanggan adalah tanggapan konsumen terhadap evaluasi 
ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan yang sebelumnya dengan kinerja 






pelanggan, maka hal tersebut memiliki dampak yang positif bagi perusahaan. 
Apabila konsumen merasa puas akan suatu produk tentunya konsumen tersebut 
akan selalu menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut secara terus 
menerus. Dengan begitu produk dari perusahaan tersebut dinyatakan laku di 
pasaran, sehingga perusahaan akan dapat memperoleh laba dan akhirnya 
perusahaan akan tetap survive atau dapat bertahan bahkan kemungkinan akan 
berkembang. Menurut Thamrin dan Tantri (2013:38) :“Kepuasan adalah tingkat 
perasaaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang ia 
rasakan dengan harapannya.” 
Menciptakan kepuasan masyarakat bukanlah hal yang mudah namun ini 
menjadi tantangan sendiri untuk petugas atau aparatur yang mempunyai 
kewenangan untuk meberikan pekayanan sebaik mungkin agar masyarakat 
merasakan puas terhadap apa yang sudah dierikan oleh petugas. Kepuasan ini 
merupakan sesuatu yang amat sangat rumit dan mengandung banyak sekali 
interprestasi dan penilaian yang sangat bervariatif dilingkungan masyarakat. 
Pada konsep diatas menurut Lavelok dalam Arief menganduk makna bahwa 
seorang pelanggan akan merasakan pelayanan yang lebih baik jika apa yang sudah 
diharapkan sudah sesui dengan keinginan karena itu adalah harapan mereka. Maka 
dari itu pelayanan public harus mempertimbangkan ulang tentang mana yang harus 
diprioritaskan terlebih dahulu tanpa memikirkan kepuasan pribadi sehingga dapat 






Bean Et Al dalam Sedarmayanti (2009:264-265) : 
 
”Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. 
Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 
dirasakan dengan harapan. Hal ini mencerminkan bahwa pelanggan 
meraskan kinerja di bawah harapan, pelanggan akan kecewa, kinerja 
melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas dan gembira.” 
 
2.1.5 Konsep Pajak  
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan 
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang 
membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena 
pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak 
merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat 
dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan:  
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
Berdasarkan UU KUP Nomor 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 






sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 
pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara 
2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara 
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 
4. Berdasarkan Undang-undang 
Menurut Mardiasmo (2009:1) yaitu :“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat 
ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  
Menurut Mardiasmo (2009:1) : 
 “Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
kemakmuran rakyat.  
Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, 
khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam 
membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk 
pembangunan.  
1. Fungsi Pajak 
1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 






membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. 
Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang 
memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan 
negara. 
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 
Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara 
dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 
1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, 
seperti: pajak ekspor barang. 
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang 
produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu 
perekonomian agar semakin produktif. 
5. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara 
pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 
3. Fungsi Stabilisasi 
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 
perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang 






mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga 
jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. 
Berdasarkan fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum 
dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik 
beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang 
mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Tanggung jawab 
atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk 
memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut 
dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya 
berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan 
kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal 
Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 
2. Ciri-ciri Pajak  
Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :  
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.  
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah.  
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah.  
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 
untuk membiayai public investment.  






3. Syarat Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016:4) Syarat pemungutan pajak yaitu : 
1. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hokum, yaitu 
untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 
pemungutan ini harus adil. Adil di dalam undang-undang 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan secara merata. 
Pajak ini pun di disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak 
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 
pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan 
pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat 
Yuridis) yang di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hokum untuk menyatakan tentang kaedilan 
baik bagi Negara maupun warganya. 
3. Tidk mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) yaitu 
pemungutan ini tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan 
produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan hal 
yang tidak diinginkan terjadi di dalam perekonomian masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil), yaitu pemungutan 
di sesuaikan fungsi budgeter dan biaya pemungutan pajak harus 
dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. System pemungutan pajak harus dapat di sederhanakan karena 
system pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong system masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Dalam pemungutan ini syaratnya udah di penuhi 
oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
4. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan 
pajak yaitu :  
1. Teori Asuransi 
Dalam teori ini masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar 
pajak yang diibarakan sebagai asuransi resmi untuk memperoleh 
jaminan perlindungan hak masyrakat tersebut, karena Negara 
mempunyai kewajiban untuk melindungi keselamatan jiwa, harta 






2. Teori Kepentingan 
Dalam teori ini adanya pembagian beban pajak kepada rakyat 
disesuaikan berdasarkan kepentingan masing-masing orang. 
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara maka akan 
semakin tinggi pajak yang dikenakan dan harus di bayar. 
3. Teori Daya Pikul 
Dalam teori ini beban pajak  untuk semua orng harus sama beratnya 
dalam artian ketentuan beban pajak ini di bayar sesuai biaya pikul 
masing-masing orang. Maka dari itu untuk mengukur daya pikul 
orang tersebut maka digunakan 2 pendapat sebagi berikut : 
1. Unsur Objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan 
atau kekayaan yang di miliki orang tersebut. 
2. Unsur Subjektif, yaitu dengan melihat besarnya kebutuhan 
materil yang harus dipenuhi orang tersebut. 
4. Teori Bakti 
Dalam teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 
hubungan rakyat dengan negaranya, karena sebagai warga Negara 
yang berbakti maka dari itu rakyat harus menyadari bahwa 
pembayaran pajak adalah suatu kewajiban sebagai warga Negara. 
5. Teori Asas daya Beli 
Dalam teori ini dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan 
pajak artinya bahwa pemungutan pajak menarik daya beli dari 
rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga masyarakat. Setelah 
itu Negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 
bentuk kesejahteraan. 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2016:6) Hukum 
Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :  
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan 
individu lainnya.  
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 
rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:  
1. Hukum Tata Negara  
2. Hukum Tata Usaha (Hukum Aministratif)  
3. Hukum Pajak  






Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah 
(fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam 
hukum pajak yaitu :  
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 
antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak 
(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar 
pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan 
hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan 
Wajib Pajak.  
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 
hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum 
pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:  
1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.  
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib 
Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 
menimbulkan utang pajak  
3. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan 
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya 
mengajukan keberatan dan banding.”  
Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu :  
1. Menurut Golongannya  
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan  
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai.  
2. Menurut Sifatnya  
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.  
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 






3. Menurut Lembaga Pemungutnya  
1. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.  
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak Daerah terdiri atas :  
3. Pajak Provinsi (Contoh : pajak kendaraan bermotor dan 
pajak bahan bakar kendaraan bermotor). 
4. Pajak Kabupaten/Kota (Contoh : pajak hotel, pajak 
restoran dan pajak hiburan). 
Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2016:8):  
Asas Pemungutan Pajak  
1. Asas domisili (asas tempat tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 
Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. 
Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.  
2. Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 
Wajib Pajak.  
3. Asas kebangsaan  
4. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
negara.  
Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :  
1. Tarif sebanding/proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah 






2. Tarif tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap. 
Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro 
nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00  
3. Traif Progresif 
Presentase tariff yang digunakan akan seamkin besar bila jumlah 
yang di kenai pajak semakin besar. 
Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan untuk 
Wajib Pajak orang pribadi dlaam negeri. 
Berdasarkan dari hasil lapisan penghasilan kena pajak tarik pajak yang 
ditanggung oleh wajib dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah, sebagai begikut : 
Table 2.1 
Tarif Pajak Progresif 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25% 
Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 
4. Tarif degresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar.”  
 
5. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan 
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang–Undang 
Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 1994 tanggal 9 november 1994, Pajak 






dan/atau bangunan.  Menurut Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pajak Bumi dan 
Bangunan :“PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 
terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. 
Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak”.  
Hal serupa juga di kemumukakan oleh Judowinarso mengenai Pajak Bumi 
dan Bangunan yaitu :“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi 
dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi badan yang 
secara nyata : 
1. Mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi 
2. Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
 
6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan  
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak 
bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan undang-undang. UU 
No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
1. KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek 
pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan besar pajak bumi dan 
bangunan. 
2. KMK No. 523/KMK 04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya 
nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. 
3. KMK No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan badan atau perwakilan 
organisasi internasional yang menggunakan objek pajak bumi dan 






4. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang tata cara penetapan 
besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan 
pajak bumi dan bangunan. 
5.  Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 tentang pengenaan pajak 
budan bangunan. 
6. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 tentang penyesuaian 
besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) PBB dan 
perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) 
BPHTB untuk tahun pajak 2004. 
7. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 tentang penegasan dan 
penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk 
kawasan industry real estate. 
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan  
Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi atau bangunan. Subjek pajak 
bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 
hak atas bumi,dan memperoleh manfaat atas bumi, dan menguasai atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak tersebut 
menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Jika subjek pajak dalam waktu yang lama 
berada diluar wilayah letak objek pajak sedangkan peralatannya dikusakan kepada 
orang atau badan, orang atau badan yng diberi kuasa dapat ditunjuk sebagi wajib 
pajak oleh direktur jenderal pajak. Namun penunjukan tersebut bukan merupakan 
bukti kepemilikan. Subjek pajak yag ditetapkan seperti pada contoh diatas dapat 






bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Apabila keterangan yang 
diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka direktur jenderal pajak membatalkan 
sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat 
keterangan tersebut. 
8. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% dan jenis tariff ini 
disebut sebagai tariff tunggal yang berlaku bgi objek pajak jenis apapun diseluruh 
wilayah idonesia. Trif efektif pajak bumi dan bangunan adlah 0,1% untuk ojek yang 
nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk objek yang nilai 
jual objek pajak (NJOP) sama diatas  milyar. 
Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan 
Dasar perhitungan bumi dan bangunan adalah nilai jual kena pajak (NJKP). 
Besarnya NJKP adalah : 
1.      Objek pajak perkebunan adalah 40% 
2.      Objek pajak kehutanan adalah 40% 
3.      Objek pajak pertambangan 40% 
4.      Apabila NJOP nya < Rp. 1.000.000.000 adalah 40%Apabila NJOP nya > Rp. 
1.000.000.000 adalah 20% 
 
Rumus Pajak Rumus Pajak 







Berdasarkan hasil pengjajagan yang peneliti lakukan mendapatkan 
kenyataan bahwa di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang terdapat 
kualitas pelayanan yang berjalan kurang efektif sehingga masyarakat sebagai 
penerima  mengeluhkan pelayanan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari indikator 
kualitas pelayanan sebagai berikut : 
Menurut Carlson dan Schwartz (dalam denhardt, 2003:61) menyatakan bahwa 
ukuran komprehensif untuk serqual sector public yaitu : 
1. Convenience (Kemudahan), yaitu ukuran dimana pelayanan yang 
diberikan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan mudah di 
peroleh oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan permintaan  
masyarakat.  
2. Pesyaratan Pelayanan, yaitu pesyaratan teknis dan administratif yang di 
perlukan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanan yang di berikan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 
berdasarakan prosedur yang telah di tentukan. 
3. Kejelasan, yaitu kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 
yang berkaitan dengan penerimaan pelayanan dan penanganan keluhan 
di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dari pelanggan eksternal. 
4. Kedisiplinan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan 
terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketetntuan waktu di 
Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
5. Tanggung Jawab, yaitu kejelasan petugas pelayanan sesuai tanggung 
jawab dan kewenangan yang telah di tetapkan dalam penyelenggaraan 
pelayanan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
6. Kemampuan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam memberikan dan 
melayani masyrakat sesuai dengan permintaan masyarakat. 
7. Kecepatan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dengan 
waktu yang telah di tentukan oleh penyelenggara di Kantor UPT Pajak 
Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bogor. 
8. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan 
golongan atau status masyrakat yang akan di layani di Kantor UPT 
Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan 






di sediakan untuk semua orang tanpa membedakan golongan atau status 
masyrakat tersebut. 
9. Kesopanan dan Keramahan, yaitu sikap petugas dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat harus sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati agar tidak merusak citra petugas pemberi 
pelayanan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
10. Kewajaran Biaya, yaitu keterjangkauan masyarakat tentang besarnya 
biaya berdasarkan kebutuhan dan kepetingan masyrakat yang telah di 
tetapkan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
11. Kepastian Biaya, yaitu kesesuaian tata cara pembayaran dan 
keterbukaan biaya yang dibayarkan dengan biaya yang sudah di 
tetapkan di di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
12. Kepastian jadwal, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan harus sesuai 
dengan jadwal yang sudah di tetapkan di Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bogor. 
13. Kenyaman Lingkungan, yaitu kondisi saranan dan prasara pelayanan di 
Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang bersih, rapi dan teratur 
sehingga dapat menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat sebagai 
penerima pelayanan. 
14. Keamanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan di Kantor 
UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bogor harus terjamin sehingga masyarakat merasa 
tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang di 
akibatkan dari petugas pelaksana pelayanan. 
  
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti ingin membahas 
tentang kualitas pelayanan publik yang membahas penerangan jalan untuk 
mengetahui kepuasan masyarakat terhadap  kualitas pelayanan pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu peneliti tertarik 






Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas 
A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor”. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan mengenai proses berpikir peneliti 
dalam rangka mengadakan penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Masyarakat selalu berharap 
untuk mendapatkan kepuasan yang optimal terutama dalam hal memberikan 
pelayanan sebaik mungkin. Dengan semakin tinginya kualitas pelayanan  publik 
maka kepuasan masyarakat terhadap instansi pemerintah akan tercapai, bahwa 
kepuasan masyarakat itu ditentukan oleh kualitas pelayanan sehingga hubungan 
antara kepuasan masyarakat dengan kualitas pelayanan tidak dapat dipisahkan. 
Menurut Lavelok dalam Arief mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan dapat 
diterjemahkan sebagai : 
 
 Pada konsep diatas menurut Lavelok dalam Arief menganduk makna 















sudah diharapkan sudah sesui dengan keinginan karena itu adalah harapan mereka. 
Maka dari itu pelayanan public harus mempertimbangkan ulang tentang mana yang 
harus diprioritaskan terlebih dahulu tanpa memikirkan kepuasan pribadi sehingga 
dapat terciptanya kepuasan terhadap masyarakat sekitar.Pelayanan publik yang 
merupakan suatu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, 
karena dalam suatu pelayanan yang baik dapat mencerminkan pemerintahan yang 
baik pula. Tujuan dari pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat 
dengan upaya memberikan kualitas pelayanan secara maksimal. Maka dari itu 
masyarakat hanya bisa pasrah dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. 
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur yang 
memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengabdi negara dan 
pengabdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 
1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur 
terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang 
menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. 
Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya 
perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu 






semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat 
yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai 
tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam 
mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Saat ini masih 
sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari 
harapan masyarakat yang lebih memprihatinkan lagi. Masyarakat hampir sama 
sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya 
diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. 
Masyarakat pun enggan mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, 
bahkan hampir pasti mereka pasrah menerima pelayanan seadanya. Kenyataan 
semacam ini terdorong oleh sifat public goods menjadi monopoli pemerintah 
khususnya dinas/instansi pemerintah daerah dan hampir tidak ada pembanding 
dari pihak lain. Penilaian mengenai kualitas diawali dari kinerja pelayanan, adapun 
penjelasan pada kerangka pikir sebagai berikut : 
Masyarakat pengguna atau penerima jasa memiliki harapan kebutuhan 
terhadap petugas penyelenggara yang melayani masyarakat dan memenuhi 
keiinginan masyarakat sepenuhnya secara maksimal. Harapan masyarakat disini 
merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat sebagai penerima barang dan jasa 
yang diberikan oleh pemerintah untuk warganya atas apa yang akan diterimanya 
melalui kinerja petugas yang melayani di Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dalam hal ini bisa menjadi 






harapan dan kebutuhan yang dimiliki atas pemenuhan kebutuhan masyarakat 
melalui mutu kinerja pelayanan yang ada oleh petugas Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat maka akan tercapailah suatu realitas 
mengenai kualitas pelayanan. Bila penerima fasilitas disertai dengan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat sesuai dengan prosedu, maka petugas Kantor UPT Pajak 
Daerah Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bogor dapat menciptakan gambaran realita tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
hasil kerja yang sudah dilakukan. 
 
2.3 Hipotesis 
Dalam sebuah penulisan diperlukan adanya hipotesis. Hipotesis merupakan 
dugaan yang mungkin benar atau salah. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, 
maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Kualitas Pelayanan 
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas 
A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. 
Kualitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor di 
tentukan oleh sebagai berikut : 
1. Kualitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 






1) Convenience (Kemudahan), diharapkan untuk petugas pelayanan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang dapat mengakses informasi yang mudah di dapat 
untuk masyarakat sebagai Wajib pajak sesuai dengan keinginan 
masyarakat. 
2) Persyaratan Pelayanan, di harapkan dalam persyaratan teknis dan 
administrative untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanan yang di butuhkan masyarakat, petugas Kantor UPT Pajak 
Daerah Kelas A Leuwiliang bisa mempermudah proses pelayanan dan 
tidak berbelit-belit agar amsyarakat sebagai Wajib pajak dapat 
mendapatkan pelayanan yang simple sesuai dengan kebutuhan. 
3) Kejelasan, kejelasan dalam proses pelayanan pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan di harapkan petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang dapat memberikan kemudahan di setiap adanya penanganan 
keluhan dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. 
4) Kedisiplinan, petuags Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang di 
harpkan dapat memberikan pelayannan yang efektif untuk 
meningkatkan tingkat konsistensi waktu kerja sesuai dengan waktu 
yang sudah di tetapkan dalam prosedur pelayanan pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang. 
5) Tanggung Jawab, petugas di harapkan dapat bertanggung jawab 
sepenuhnya dengan apa yang di keluhkan masyarakat sebagi Wajib 






melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
6) Kemampuan, petugas di harapkan dapat meningkatkan tingkat keahlian 
dalam memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar dapat 
menciptakan tingkat pelayanan yang baik dan efektif sesuai dengan 
tujuan yang telah di tetapkan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang. 
7) Kecepatan, petugas di harapkan dapat meyelesaikan waktu pelayanan 
pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPT Pajak 
Daerah Kelas A Leuwiliang sesuai target yang sudah di tetapkan dalam 
prosedur pelayanan. 
8) Keadilan, petugas di harapkan dapat bersikap adil dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pelayanan tidak membedakan masyarakat sebagai 
Wajib Pajak berdasarkan golongan dan status. 
9) Kesopanan dan Keramahan, petugas dalam memberikan pelayanan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus bersikap ramah dan sopan 
terhadap Wajib Pajak sebagai pemberi pelayanan yang baik. 
10) Kewajaran Biaya, dalam penetapan biaya pemabayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan petugas bisa menginput besar biaya Wajib Pajak sesuai 
dengan kebutuhan agar tidak terjadi kesalahan data pada system di 
Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang. 
11) Kepastian Biaya, petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 






Pajak agar tidak terjadi salah paham antara petugas dan masyarakan 
sebagai Wajib Pajak. 
12)  Kepastian Jadwal, petugas di harapkan dapat memberikan jadwal yang 
pasti kepada penerima pelayanan agar tidak terjadi miss komunikasi 
antara petugas dan masyarakat. 
13) Kenyaman Lingkungan, petugas pelayanan pembayran Pajak Bumi dan 
Bangunan harus bisa menciptakan lingkungan yang aman dengan 
mengutamakan kebersihan di sekitar Kantor UPT Pajak Daerah Kelas 
A Leuwiliang, agar masyarakat sebagai penerima pelayanan merasa 
nyaman dengan pelayanan di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A 
Leuwiliang. 
14) Keamanan, petugas diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang 
aman di Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang agar tidak 
terjadi tindak kejahatan atau criminal yang di lakukan oleh orang yang 
tidak bertanggung jawab, agar keselamatan masyarakat dan petugas pun 
tetap terjaga. 
2. Terdapat kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut : 
1) Penagihan Piutang PBB-P2 yang tidak dapat dilaksanakan karena 
ketidakjelasan data alamat Wajib Pajak dan alamat Subjek Pajak yang 
tidak lengkap. Sehingga tidak dapat ditemukan oleh petugas bagian 






2) Penagihan Pajak selalu terhambat dikarenakan tingkat kesadaran 
masyarakat dalam membayar Pajak yang masih rendah sehingga 
menghambat penyelenggaraan pelayanan Kantor UPT Pajak Daerah 
Kelas A Leuwiliang dan tidak berjalan dengan efektif. 
3) Pengenaan sanksi administrasi yang belum efektif di karenakan masih 
banyak masyarakat yang belum paham mengenasi denda pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
4) Sering terjadinya permunculan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) PBB yang double karena system yang eror sehingga 
menimbulkan perdebatan antara petugas dengan masyarakat sebagai 
Wajib Pajak. 
5) Masih rendahnya kinerja PLD (Petugas Lapangan Desa) yang 
menghambat penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan di pelayanan Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang. 
3. Terdapat usaha-usaha yang di lakukan untuk mengatasi kendala dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagai berikut : 
1) Petuguas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang melakukan 
koordinasi dengan pihak Desa untuk mengkoordinasikan data-data yang 
kurang lengkap mengenaidan PLD (pendamping lokal desa). 
2) Petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang melakukan 
sosialisasi baik secara formal maupun informal bersama masyarakat 






juga petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang berusaha 
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar timbul rasa 
kesadaran untuk membayar pajak di dalam pelaksanaan sosialisasi 
tersebut.  
3) Petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang juga 
mengupayakan untuk mengembalikan pada pihak terkait yang memiliki 
kewenangan atas sanksi-sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang 
tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Pengenaan sanksi 
juga bukan hanya berupa denda pajak namun hal lainnya sesuai dengan 
prosedur yang telah di tentukan dalam peraturan pembayaran pajak yang 
dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 
kewajiban sebagai warga Negara yang taat dalam membayar pajak. 
4) Petugas Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang melakukan 
koordinator, evaluasi dan pembinaan secara langsung kepada para 
Petugas Lapangan Desa serta melakukan evaluasi PBB-P2 dan hasil 
Kinerja PLD pada kegiatan pertemuan rutin yang di selenggarakan 
Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang, Desa dan Kecamatan 
setempat.
